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_ PENGANTAR i
i J_umal Renal mencoba mengungkapkan bagarmana fenomena:miskin koia didekati dan; %
~kemudian. diberda yakan ‘malalul program advokasi yang dikerjakan dlen sehuah civl society
. orgamzaﬂan ( CSO} bekerja sama dengan sejumiah CSO fain. Pekerjaan aovokasi bukanlah
' - pekerjaan yang fudah karena tern yata arena yang dirambah bukan hanya bidang garapan
_ 'CSO ftu sendir, z‘etap: juga memerlukan dukungan kebijakan yang berasal dari negara. Unifuk
. .mengupas ebfh jauh bagaimana pergufatan ssorang Ida Budiali, yang berkiprah dalam bidang '
. advokasi komunitas marginal di Kota  Sermarang, lda Budiati mengawell karier i LBH Semarang,
- } sempat magang di LBH APIK Jakaria, dan kemudian berprofesi sebagai pengacara oi bawah
., bendera Ida Budiati Associate, dan kini menjadi salah saiy penjaga gawang di KPU Frovinsi
. Jawe Tengan, la nampaknya fidak bisa meninggalkan pergulatan komunitas marginal kota,
- -khususnya kaum perempuzn. Lebihjauh bagaimana seorang fda Budiati membangun praksis
- dengan komunitas di atas, Jumal Renal melalul lipitan wawancara Nick. T Wiratmoko -

-.menurunkan petikan hasil wawancara berikut:

R (Renai) : Bagaimana Anda memulai
keterlibatan dalam pena’ampmgaﬁ komumms
)mskm Aom’ *

IB (Ida Budiati) : Berangkat dari aktivitas Koalis}
Perempuan Indonesia, sebelum dengan Koalisi
Perempuan Indonesia memang ada beberapa
kegiatan berkaitan dengan pembelaan kelompok
marginal di LBH Semarang. Saya sempat
bergabung dengan LBH APH Jakarta, sebelum
kemudian berupaya memfasilitasi teman-teman
di Semarang untuk mendeklarasikan Koalisi
Perempuan Indonesia (KPI). Memang ada
kegiatan yang berbeda antara kegiatan di masa
beraktivitas di LBH Semarang, LBH APIK dan
di KPI. Kalau di KPI ini konsentrasi dan pro-
gram kerjanya itu terfokus pada kegiatan
nendidiiran nabitile dan adunlact akiini-am 5

dampingan utamanya di sektor-sektor pekerja
seks komersiai (PSK) dan perempuan nelayan
di kota Semarang. Beberapa kegiatan vang
dilakukan untuk nembangun sikap kritis
khususnya kesadaran terhadap konsep diri
melabui tatap muka, diskusi-diskusi informal
untuk membuka cakrawata berpikir PSK bahwa
keberadaan mereka sekarang ini tidak terlepas
dari persoalan struktural kenapa mereka sampai
pada kondisi yang seperti ini dan berada dalam
komunitas itu. Ini untuk menumbuhkan
kesadaran dan untuk membangun percaya diri
bahwa mereka ity berhak mengajukan tuntutan
pada pemerintah daerah atas jaminan
kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah dasrah
adalah bagian dari pemerintahan pusat untuk
menjamin kesejahterzan setiap warga negara
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Rm Tadi disebutkan bahwa dialog yang
dzkembangkan ada!ah ber.szfm‘ mformal
mengapa'?

1B : Jika bentuk kegiatan ini diformalkan akan
sulit karena mereka PSK ini sangat dibatasi
;'ruang geraimya oleh mucikeri. Mereka hanya
mengikuii kegiatan- Leglatan formal yang
diselenggarakan oleh | pemer. intah daerah dalam
' "kaitann;,a “untuk memantau kesehatan
reproduksi merska. Dengan demikian,. Maka
tidak ‘ade Kkeleluasaan para PSK untuk
mengakses informasi. “Intinya jika
diselenggarakan dengan pola formal akan ada
halangan, sehingga pilihannya lebih kepada

pendidikan dalam bentuk dISkquszkUSi o=
formal

R: Tadi disebutkon bahwa pendiditan politik
vang dibangun adalah  kesedaran-unfuk
mengakses pada Aes‘qalﬂei A, ap.’cah tufuan
ters é’bli! telah tereapai?.

1B : Memang sampai saat ini- tjuan itu belum
sepenuhnya fercapai, sampai pada akhirnya
mereka mampu mengorganisiv divi, mampu
mengaktualisasikan ~ dan- ‘mengajukan
serangkafan tuntutan atas hak mereka; kecuali
dalam kondisi-kondisi”tertentn. Ketika,
misalnya, mereka menghadapi persoalan bahwa
persoalan yang berkaitan dengan kebijakan kota
untui menuinp lokalisasi ini selam dalam bulan
puasa. Atau bahkan pemeritah kota ingin
memindahkan atau merelokasi lokalisasi ini.
Karena ini sudah menyangkut nasib dan terkait
dengan mata pencahartian mareka, maka secara
otomatis mereka mampyu mengorganisasi diri
untuk menyampaikan keberatan terhadap
kebijakdn pemerintzh kota.
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1B : Komunitas PSK yang ada di Sunan Funing
diSemarang itu ada sekitar 300 perempuan PSK
sedangkan di Komunitas Perempuan Nelayan
di'sekitar Tawang Mas dalam satu lokasi tidak
lebil dari 50 KK ataw identik dengan 50-an or-
ang. Komunitas Perempuan nelayan ini dipilih
sebagai bagian advokasi karena mereka
merupakan korban kebijkan dari pemerintah
kota., Kebijakan kota yang dimaksud-adalah
kebijakan menutup piniu air Sungai Tawang
Mas vang ada dan melintasi wilayah Tawang
Mas. Sungai ini menghubungkan antara
Tawang Mas dengan perairan pantai Tanjung
Mas. Selama sungai:ini belum dikelola oleh
pemeriniah daerah, masyarakat di ’I‘awang Mas
ini dapat mengakses sumber daya yang, ada di
dalam sungai ini dan kemudian diolali oleh para
perempuan nelayan untuk meningkatkan
kesejahieraan hidupaya. Selain mereka
mengolah hasil tangkapan tkan dari para suami,
mereka juga mengakses melalui sungai dni.
Ketika pemerintah kota mengeiuarkan kebijakan
menutup sungai ini dan kemudian dipergunakan
untuk kawasan industri dan pertokean,
masyarakat kemudian kehilangan lahan
pekerjaan-ini. Kini, satu-satunya pendapatan
vang sckarang bisa diharapkan adalah
penghasilan dari suami, karena perempuan
nelayan ini kehilangan mata pencaharian.

R: Bagaimana bentuk proes pendampingan

vang dilakukan?

1B : Di dalam repai-rapat untuk menyelesaikan
atau mencarikan solusi dari hilangnya mata
pencaharian masyarakat Tawang Mas ini yang
selalu terlibat dailam proses-proses diskusi,
Proses perumusan solusi itu adalah nelayan

taki-taki. Padahal, sebenarnya yangz lebih
el

Aimmaibran adaslah mararrmizar darn mads



Tahun 11l Mo. 4, Edisi Musim Labun, Qktober 2603

dilibatkan dafam proses penyelesaian masalah.
Seandainya kaum perempuan ini memiliki ruang
pL%biik"yang cukup untuk ikut dalam proses
musyawarah peiyelesaian masalah, maka
mereka -akan lebih paham dan bisa
mengemukakan apa sebenarnya yang mereka
inginkan, serta mengemukakan program apa
vang pas sebagai pengganti dari profesi mereka
éebagai: perempuan nelayan.

R "Sébénamwa,‘ “apa magksud dickukonnya
diskusi-diskusi di atas?

IB: Bentuk-bentulomediasi berupa diskusi di
ruang ‘publik dimaksudkan untuk lebih
mengembangkan dan menyadarkan akan
konsep diri bahwa perempuan nelayan itu
sebenérnya mempunyai hak mengemukakan
pendapat tentang apa yang mereka may; untuk
ikut serta dalam proses-proses perundingan
ketika mereka menghadapi persoalanhidup vang
telah memarginalkan mereka dari akses
kesejahteraan.

R 1 Apakah ada program khusus bagi
komunitas ini menjelang Pemily 20047

IB : LBH Semarang, sebagai pemrakarsa KP!
pada khususnya untuk menyambut Pernilu 2004,
menyelenggaraian program volter education
{pendidikan pemilih) pada kelompok perempuan,
di mana perempuan dapat melihat partai-partai
politik peserta pemilu dari perseorangan yang
membela kepentingan perempuan. I dalam
proses pendidikan Pemilu ini disampaikan
sebenarnya makna dari penyelenggaraan
Pemiiu, argumentasi mengapa mereka harus
berpartisipasi, dan bagaimana mereka akan
berpartisipast  khususnya dalam hal
menggunakan hak pilihnya secara bertanggung
T1atwwnal tamar dom [venar oA el mm o rmens e

sebetulnya vang membela kepentingan saya?
KPT juga menyusun suatu program kerja uniuk
mengatahui visi dan misi para calon legi;c,_l_zitiﬂ
khususnya yang berjenis kelamin pez‘enﬁbuén.
Dari situ kemudian akan nampak  siapa-siapa
saja dari ke sefuruh calon legislatif ini memiliki
komitmen terhadap kepentingan perem;ﬁ_ﬁ_an.
Melalui proses penjaringan ini kenudian ;::ala
caleg yang secara nyata mempunyai kon_nitfne_n
yang tinggi kita dekatkan epada konstitien.
Dengan caia demikian harapan kita, KPI, kita
ikut mendorong terciptanya hasil pamilu yang
berkualitas,

R : Apakah advekasi kepada komirnitas
dampingan, khususnya perempucn, juga
menggunakan - pendekatan gender
mainsiregming, vang ditandai dengar soal
aksesibilitas, keterjangkauan, partisipasi, dan
kesetaraan?

I8+ Iya. Dalam pendekatan vang kami
pergunakan, kami mencoba
mengimplementasikan dan mencobakan
pendekatan yang berbasis pada paradigma gen-
der mainstreaming dan itu tidak bisa ditawar-
tawar, walaupun harus diakui bahwa realitas
keberhasilannya asih dirasakan masth kurang
memadai. Kita bisa melihat bahwa dalam steuktur
pemerintahan yang berada di tengah-tengah -
kabupaten/kota, vang terkecii ada di level
kecamatan atau desa. Kita iihat saja di kota
Semarang, di kota ini ada 45 anggota fegistatif
dan ada beberapa vang berjenis kelamin
perempuan. Tetapi, sekali lagi, anggota legis:atif
vang duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat
kita ini merupaakan hasil Pemil 1999, Pemilu ini
divakini memang demolratis, tetapi kualitasnya
tidak memadai. Meskipun ada anggota legislatif
vang berenis kelamin perempuan, akan tetapi
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mereka akan memperjuangkan kepentingan
kaum perempuian.

R ::':_)'fi'p'&'kah dari kacamata KPI Pemkot
Semarang dan pihak legislarif ielah
mengakomodasi kepentingan perempuan?

1B % Uik saat sekarang anggota legisiatif yang
dz,u:iuk da%am DPRD Kota Semarang adalah
prmduk Pemlolu 1999 yang hasilnya-tidak bisa
menjamin dari segi kualitas dan jelas bahwa
perda-perda yang’ diterbitkan masih belum
menjantin hak perempuan darisisi pendidikan
dan kesehatan. T belum masih belum bise
dijadikan jaminan diakomodasinya di BPRD,
Sebab itu, kemudian }P1 bersama dengan NGO
vang memiliki kepeduian atau concern terhadap
pembeiaan hak perempuan mengusulkan
adanya perda yang meberikan jaminan
perlindungan terhadap perempuan dan anak,
baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi
pendidikan, serta pemenuhan hak politiknya.
Koalisi yvang dibangun harus diakui-tidak
dikemas dalam sebuah konstruksi yang sangat
formal, tetapi didasarkan pada kebutuhan yang
sama unfuk dipoerjuanglkan berkaitan dengan
kompleksitas persoalan perempuamn yang ada
di ®ota Semarang. Berikuinya jvea ada
pemrakarsa, valkni NGO PATTIRO vang
menginisiasi dan mendesakkan adanva
peraturan daerah, khususnya yang beraitan
dengan hak politik masyarakat untuk partisipasi
dalam proses pembentukan kebijakan. Selain
PATTIRO, ada juga JAMMAS (Jaringan
Magyarakat Kota Semarang) Selanjuinya, KPI
terlibat di dalamnya khusus untuk mengusung
isu keterwaldilan perempuan di tinglat kelurhan,
Jika dahutu dalam strulcter kelorahan ferdapat
tembaga LLEKMD, sekarang bentuknya sudah

berbeda karena proses iu tidak lagi kemudian
L P -
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pada level kelurahan. Di datam Raperda itu juga
diusulkan adanya klausul keterwakilan
perempuan dalam kepengurusan tingkat desa
dan kelurahan. Dengan demikian kelak. kaum
perempuan akan mendapat ruang  untuk
merumuskan kebutuhan perempuan -pada
tingkat kelurahan. Yang jelas, draft Raperda
tersebut sudzh ada di DPRD Kota Semarang.
Secara umum, kawan-kawan NGO, sela_i_n__KP:}_,
miengusung isu hak politik masyarakat. Tetapi;
kemdian uniuk - memberi Tuang '\;ana
cukopkepada kelompok perempuan sehingea
perlu ada tindakan khusus sementara yang
diusung dzlam raperda itu.

R i Bagaimang dengan implemeniasi
kebijakan gender mainstreaming .pada
kebijakan publik Kota Semarang?

B : Ini merupakan PR bag] teman-teran LSM
untok melakukan advokasi pendampingan dan
advokasi kebijakan untuk dapat memahamkan
pemerintah daerah bahwa mereka itu memiliki
tugas dan tanggung jawab untulk melaksnakan
kebijakan gendermainstreaming di tingkat
nasional. Seringkali, mereka itu tidak paham.
Mereka merasa, ngapain dengan program-pro-
gram gender mainsireaming? Kemudian teman-
teman NGO mencoba melakukan pendekatan
pada eksekutif pemerintah daerah dalam suatu
kegiatan lokakarya tentang Women Budget.
Selain KPIL masih ada JPPA| lembaga-lembaga
lain yang concern terhadap perempuan umntuk
kemudian menyelenggaraan kegiatan vang
sama. Selain itu, dibentuklah owe stop crisis
ceinter, yang di dalamnya ada teman-teman
L.SM, ada kejaksaan, kepolisian, juga ada pihak
rumah sakit pemrintah yang dirujuk untuk
menerbitkan surat visum el repertm. Hal i
direspons oleh pemermtah provinsi untuk
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adalah: bagaimana kalau kejadiannya ada di
Cilacap? :Apakah kemudian korbannya diminta
datang ke tingkat provinsi? Mereka masih harus
béiék%ﬁf_ii{ mendapatkan jaminan kesehatan,
pemulihan‘ psikologi korban. Lantas teman-
teman dirK&bL_lp&t&ﬂ/KOt& sekarang ini memulai
‘kegiatan itu supaya pemerintah kota dapat
meﬁ]_fa'_siiitasi terbentuknya one stop crisis cen-
 rér pada tingkat kabupaten/kota.

R v Kembali ke gagasan menyediakan ruang
publiltbagi kaum perempuan, semeniara
kapasitas mereka diagkui masih juga belum
optimal dalam memanfaatkan . bgaimana hal
Cini diantisipasi?

1B : Saya rasa salah satu vpaya untuk mengatasi
dan merupakan suatu koinsidensi bahwa
kebijakan publik sebagaimana diatur dalam UL
No: 12/2003 tentang Pemilu, memang telah diatur
Lkuota perempuan 30 persen uniuk caleg
perempuan. Saya optimis bahwa perempuan ifu
sudah terbiasa berorganisasi, bail-di tingkat
PEX misalnya yang arasnya bukan hanya pada
tingakt kelurahan sajs, tetapi juga ada PKE pada
aras RT bahkan organisasi PEK tingkat RW. Bagi
saya, komunitas PKK pada berbagai aras ini
sudah terbiasa berorganisasic—Cuma,
persoalannya kemudian adalah bahwa PKI ini
kemudian bentuk kegiatannya hanya sebatas
kegiatan rutinitas tetapi bukan bagaimana
kemudian mereka bisa merumuskan program-
program untok meningkatkan kesejahteraan
atau kualitas perempuan, Misalnya dibuka riang
keterwalkilan perempuan untuk berpartisipasi
dalam tingkat desa atau rembug kelurahan, saya
rasa mereka siap. Persoalannya adalah memang
kesempatan ini tidak terbuka. Artinya, misalnya
daiam aras LKMD (Lembaga Ketzhanan
Masyarakat Desa), kita bisa lihat bahwa ada satu
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oleh PKK saja.

R @ Jika ruang sudah disediakan untuk
berpartisipasi, bagaimana dengan proses
penvesuaiaon terhadap kebijakan yang mesti
diadvokasi? )

IB : Memang, dalam jeringan KPI memiliki
beberapa konstituen, mulai dari konstimép-ibu
rumah tangga, PSK, buruh, miskin keta_,f dan
kelompok-kelompok kepentingan. _KHPI
mempromosikan kegiatan rutin, sefain bebé:_rapa
kegiatan di korunitas PSK dan  komunitas
Tawang Mas. KP1juga selalu mengikuti kegiatan
rutin yang selalu diadakan oleh PKK .pada
tingkat kelusahan, Di sana, KPdengan memakai
entry point isu kelkerasan dalam rumah tangga,
kemudian kita informasikan bahwa kita saat ini
sedang memperjuangkan raperda LPMIC
{(tembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahaan}. Di sana ada satu pasal vang
merumuskan jaminan keterwakilan pererapuan.
Apabila kemppudian paperda ini kemudian
diakomaodir dan disahkan oleh pemerintah
bersama DPRD Kota Semarang, maka bersiapiab
Laum perempuan uniuk memasuli ruang-ruang
ini. Harus diakui realisasi program ini agak
mengalami hambatan karena ini meruapakn
tataran skema program besar vang harus
dilakukan olek pengurus KPI bersama dengan
anggotanya. Kendala vang dimaksud berkaitan
dengan persoalan internal organisasi berupa
keterbatasan sumber daya. Karena organisasi
KP1 bentuk organisasinva adalah ormas
(organisasi masyarakat) vyang segala
kegiatannya ini ditanggung olels pengurus dan
anggota. Kita tidak sama dengan organisasi
teman-teman LSM yang dilihat dari sisi
pendanaain mereka cukup kuat karena mendapat
kaucuran dana dari lembaga donor. Karena
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kegiatan yang dilakukan juga menunggu
kelonggaran waktu dari teman-teman. Ada
memang satu dua kali jadunal kegiatan yang
mestinya dilakukan tetapi tidak dilakukan
berkaitan dengan tidak tersedianya wakitu dari

pengurus dan anggota yag mempunyai tugas -
dan tangzung jawab kegiatan di snatu tempat.

R : Apakah dengan tersedianva ruang publik

dan upaya advokasi kawan-kawan CSO teloh
memadal untuk menjaminnya kemandivian
civil society? Aiau masih ada fakior
pendukung lainnya?

IB - Harus dizkui bahwa memberikan pembekalan

menjadi sebuah hal yang penting terhadap or-
ang dewasa yang pada saat yang sama mereka
tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam
pendidikan formal. Harapannya ketika mereka

- sudah mendapat informasi yang cukup tentang

arti pentingnya mempersiapkan pendidikan itu

:perlum dilakukan melalui pendidikan-pendidikan

nonformal vang digiatkan oleh kelompok
mereka. Tetapi, saya merasa bahwa dengan ity

‘saja tidak cukup apabila tidak juga dilmbangi

dengan good will dari pemerintah daerah untuk
merespons persoalan pendidikan.





